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BUPATI BADUNG
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI BADUNG
NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS]I,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BADUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (4)
Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik, perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6573);
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6402);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019
tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan
Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
194);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 20 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Badung Tahun 2016
Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Badung Nomor 20);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 1 Tahun
2020 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan
Kesatuan Bangsa dan Politk (Lembaran Daerah
Kabupaten Badung Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Badung Nomor 1)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Badung Nomor 10 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2020
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik (Lembaran Daerah Kabupaten Badung
Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Badung Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG SUSUNAN ORGANISAS]I,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN

KESATUAN BANGSA DAN POLITIK.

Menetapkan :
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BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Badung.

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Badung.

3. Bupati adalah Bupati Badung.

4, Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten
Badung.

5. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan
tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang
Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang
dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian
dan/atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang selanjutnya
disebut Badan adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Kabupaten Badung.

BAB 11
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK,
FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

Badan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 3

(1) Badan mempunyai tugas pokok membantu Bupati
dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa
dan politik di Daerah.

(2) Badan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan
bangsa dan politik di Daerah sesuai ketentuan

Peraturan Perundang-undangan;
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b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan,
penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di Daerah
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;
c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi
Pancasila dan wawasan kebangsaan,

penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan
demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial
dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan
intra suku, umat beragama, ras, dan golongan
lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta
pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan
konflik sosial di wilayah Daerah sesuai ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang
pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan
kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri
dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan
ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan
antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan
golongan lainnya, fasilitasi organisasi
kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan
nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah
Daerah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan;

e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan
Daerabh;

f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
dan

g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.
Bagian Ketiga
Susunan Organisasi
Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Badan terdiri dari :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat terdiri dari :
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1. Sub Bagian Umum dan Keuangan; dan
2. Kelompok Jabatan Fungsional.

c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter
Bangsa terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional,

d. Bidang Politik Dalam Negeri terdiri dari Kelompok
Jabatan Fungsional;

e. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama
dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri dari
Kelompok Jabatan Fungsional;

f. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan
Konflik terdiri dari Kelompok Jabatan Fungsional;
dan

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Sekretariat
dan masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) ditetapkan Sub Koordinator sesuai dengan ruang
lingkup bidang tugasnya masing-masing.

(3) Kelompok Jabatan Fungsional pada Sekretariat dan
masing-masing Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mengkoordinir pelaksanaan tugas Sub Koordinator
sesuai dengan bidang tugasnya dan Ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

(4) Bagan Struktur Organisasi dan Uraian Tugas
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Susunan Tata Kerja
dan Uraian Tugas Koordinator serta Sub Koordinator
pelaksanaan tugas ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 5

(1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan sejumlah
tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dari
berbagai kelompok sesuai dengan kebutuhan dan
keahliannya.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan sebagian
tugas Dinas dengan kebutuhan dan keahlian.

(3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan
kebutuhan dan beban kerja.
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BAB IV
JABATAN DAN KEPEGAWAIAN

Pasal 6

(1) Kepala Badan merupakan jabatan pimpinan tinggi
pratama atau jabatan struktural eselon ILb.

(2) Sekretaris pada Badan merupakan jabatan administrator
atau jabatan struktural eselon Ill.a.

(3) Kepala Bidang pada Badan merupakan jabatan
administrator atau jabatan struktural eselon III.b.

(4) Kepala Sub Bagian pada Badan merupakan jabatan
pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

Pasal 7

Pengangkatan dan pemberhentian pejabat dan pegawai pada
Badan dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan.

BAB V
TATA KERJA

Pasal 8

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi.

(2) Pimpinan unit kerja pada Badan wajib melakukan sistem
pengendalian internal di lingkungan masing-masing.

(3) Pimpinan unit kerja pada Badan bertanggung jawab
memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-
masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahan.

(4) Pimpinan unit kerja pada Badan wajib mengikuti dan
mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan
masing-masing serta menyampaikan laporan secara
berkala.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), juga
disampaikan kepada Direktorat Jenderal Politik dan
Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 9

(1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas dan fungsi,
memiliki hubungan struktural, koordinatif dan
fungsional dengan Bupati sebagai penanggung jawab
urusan kesatuan bangsa dan politik di Daerah.
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(2) Sinkronisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat
(1) meliputi:
a. sinkronisasi data;
b. sinkronisasi sasaran dan program; dan
c. sinkronisasi waktu dan tempat kegiatan.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

(1) Anggaran penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di
bidang kesatuan bangsa dan politik di Daerah
dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-undangan
mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan umum

diundangkan.

(2) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-

undangan.
(3) Dalam rangka efektivitas pelaksanaan Forum Koordinasi
Pimpinan di Daerah, anggaran Forum Koordinasi

Pimpinan di Daerah dan Forum Koordinasi Pimpinan di
Kecamatan, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah sampai dengan Peraturan Perundang-
undangan mengenai pelaksanaan Urusan Pemerintahan

umum diundangkan.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Pejabat yang
sebelumnya tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai
dengan ditetapkannya Pejabat yang baru berdasarkan

Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan
Bupati Nomor 29 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa
dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Badung Tahun 2020
Nomor 29) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
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Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kabupaten Badung.

di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2021

.?I?J- AT{ BADUNG,

(| d

\

N / /

I NYOWMAN GIRI PRASTA

Diundangkan di Mangupura
pada tanggal 31 Desember 2021

BERITA DAERAH KABUPATEN BADUNG TAHUN 2021 NOMOR 71
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LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGS]I,
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUANBANGSA
DAN POLITIK

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KEPALA
BADAN
SEKRETARIAT
|
KELOMPOK l l
JAETING SUB BAGIAN l l l I I l
UMUM DAN KELOMPOK JABATAN
KEUANGAN |  FUNGSIONAL
BIDANG BIDANG BIDANG BIDANG
IDEOLOGI,WAWASAN POLITIK DALAM NEGERI KETAHANAN EKONOMI, KEWASPADAAN
KEBANGSAAN DAN SOSIAL, BUDAYA, NASIONAL DAN
KARAKTER BANGSA AGAMA DAN ORGANISASI PENANGANAN
KEMASYARAKATAN KONFLIK
KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL [ =1 FUNGSIONAL | — FUNGSIONAL [ — FUNGSIONAL [
UPTD l l l
S e e =
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LAMPIRAN II

PERATURAN BUPATI BADUNG

NOMOR 77 TAHUN 2021

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN
KESATUANBANGSA DAN POLITIK

URAIAN TUGAS

A. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

1.

Badan mempunyai tugas :

a.

b.

menetapkan program/rencana kerja Badan berdasarkan
kebutuhan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mengkoordinasikan program/rencana kerja yang terkait dengan
Instansi/lembaga lain sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

memimpin penyusunan dan perumusan langkah- langkah
strategis dan operasional Badan bersama Sekretaris dan para
Kepala Bidang dilingkungan Badan wuntuk kelancaran
pelaksanaan tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

merumuskan kebijakan operasional dalam bidang tugasnya
berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
merumuskan kebijakan teknis dibidang kesatuan bangsa dan
politik meliputi bina ideologi dan wawasan Kkebangsaan,
kewaspadaan nasional, ketahanan seni, budaya, agama dan
kemasyarakatan, politik dalam negeri serta ketahanan ekonomi;
memberikan bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya agar tercapai kesesuaian dan kebenaran pelaksanaan
tugas sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap
pelaksanaan tugas bawahan agar sesuai dengan rencana kerja
dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai bahan
pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

2. Badan dipimpin oleh Kepala Badan yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
B. Sekretariat

1

Sekretariat mempunyai tugas :
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merencanakan, mengatur, membina, mengkoordinasikan dan
mengendalikan pelaksanaan tugas kesekretariatan yang meliputi
urusan perencanaan, keuangan, umum, kepegawaian,
perlengkapan, barang milik daerah dan pelaporan;

menyusun rencana kegiatan Sekretariat berdasarkan rencana
kerja dan kebutuhan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan
tugas Badan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mengkoordinasikan bidang-bidang dan para Sub Bagian dalam
merumuskan program kerja dan sistem kerja operasional bidang
tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
melaksanakan koordinasi antar instansi/lembaga terkait melalui
Kepala Badan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas
sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

menyusun dan merumuskan langkah-langkah operasional
ketatausahaan sebagai pedoman pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan anggaran Badan
dengan masing-masing bidang ;

menyelenggarakan pengelolaan administrasi perkantoran dan
memberikan pelayanan pembinaan administrasi umum;

. mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana prasarana
dan kebutuhan rumah tangga Badan;

mengkoordinasikan penyusunan dokumen-dokumen
perencanaan, capaian kinerja dan laporan pengelolaan barang
milik daerah, laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai
kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
mengevaluasi dan memonitoring pencapaian target-target kinerja
dan anggaran;

mengkoordinasikan penyusunan rencana Kkerja, program dan
pelaporan serta pembinaan organisasi dan tata laksana;
melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan, administrasi
kepegawaian, administrasi umum, kerumahtanggaan dan
kehumasan,

. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

. mengkoordinasikan penyusunan standar operasional prosedur;
memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;
melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.
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2. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

3. Sekretariat terdiri dari Sub Bagian Umum dan Keuangan.
4, Sub Bagian Umum dan Keuangan mempunyai tugas :

a. menyiapkan bahan, menyusun perencanaan program dan
anggaran kegiatan sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang
kelancaran pelaksanaan tugas Badan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;

b. melaksanakan koordinasi yang diperlukan antar unit kerja Intern
Badan melalui Sekretaris sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. menyusun langkah teknis operasional dibidang tugasnya sesuai
dengan kebutuhan dan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,;

d. menyusun standar operasional prosedur pada bidang tugasnya;

. melaksanakan administrasi perjalanan dinas;

f. melaksanakan urusan surat menyurat, penggandaan naskah
dinas, ekspedisi dan administrasi perkantoran lainnya;

g. melaksanakan pengelolaan kearsipan;

h. menyusun rencana kebutuhan sarana dan prasarana, serta
kebutuhan rumah tangga;

i. melaksanakan kegiatan pengadaan dan pemeliharaan sarana
prasarana;

j. mengelola dan mendistribusikan sarana prasarana sesuai dengan
kebutuhan,;

k. melaksanakan tata usaha keuangan sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

1. melaksanakan pengelolaan urusan keuangan;

m. menyiapkan dokumen administrasi dan pertanggungjawaban
pelaksanaan keuangan;

n. menyiapkan bahan penyusunan rencana anggaran dan belanja
Badan, pembukuan serta administrasi keuangan;

o. menyiapkan bahan pertanggungjawaban administrasi keuangan;

p. mengumpulkan bahan penyusunan dokumen-dokumen dan,
laporan keuangan dan laporan lainnya sesuai kebutuhan dan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

q. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

r. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya baik lisan maupun tertulis sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan;

s. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

t. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas bawahan
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebagai
bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

u. melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan;
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v. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

w. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

5. Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah
dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

C. Bidang-Bidang
1. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Karakter Bangsa
mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kegiatan di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;

b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang dalam merumuskan
perencanaan program kegiatan dan sistem Kkerja operasional
bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

d. melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;

e. melaksanakan pembinaan dibidang ideologi, wawasan
kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran
kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah kebangsaan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal lka dan sejarah
kebangsaan;

g. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

i. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi
kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
di bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Scanned with CamScanner


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k

2. Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang Pendidikan politik,
etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi
kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik;

b. mengkoordinasikan para Kepala Sub Bidang dalam merumuskan
perencanaan program Kkegiatan dan sistem kerja operasional
bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,;

d. melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan
situasi politik;

e. melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika
budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan
pemerintah, perwakilan dan partai politik, Pemilihan
Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta pemantauan
situasi politik;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi,
fasilitasi kelembagaan pemerintah, perwakilan dan partai politik,
Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah serta
pemantauan situasi politik;

g. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

i. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi
kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

3. Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama dan Organisasi

Kemasyarakatan mempunyai tugas:

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang ketahanan
ekonomi, sosial, budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan
narkotika, fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat
kepercayaan serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan,
pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi
sengketa organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing; t
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b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang dalam merumuskan
perencanaan program kegiatan dan sistem kerja operasional
bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan,

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan,;

d. melaksanakan koordinasi di bidang ketahanan ekonomi, sosial,
budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika,
fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan
serta pendaftaran organisasi kemasyarakatan, pemberdayaan
organisasi kemasyarakatan, evaluasi dan mediasi sengketa
organisasi kemasyarakatan, pengawasan organisasi
kemasyarakatan dan organisasi kemasyarakatan asing;

e. melaksanakan pemantauan dan pendataan organisasi
kemasyarakatan;

f. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa,
pembauran kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan sejarah
kebangsaan;

g. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

h. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

i. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

j. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi
kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

k. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

1. melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

m. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai

tugas:

a. menyusun rencana program kegiatan dibidang kewaspadaan dini,
kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing,
Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik;

b. mengkoordinasikan para kepala Sub Bidang dalam merumuskan
perencanaan program Kkegiatan dan sistem kerja operasional
bidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

c. mengkoordinasikan dengan bidang lainnya dalam hal dan
keterpaduan tugas untuk kelancaran pelaksanaan tugas sesuai
ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
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d. melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama
intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing, Lembaga
asing, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan dan
penanganan konflik;

e. melaksanakan pengumpulan data dan informasi di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen dan penanganan konflik;

f. melaksanakan pembuatan peta situasi wilayah kewaspadaan
dini, titik rawan konflik sosial dan penanganan konflik;

g. menyusun rekomendasi kewaspadaan dini dan penanganan
konflik dan penyelesaian konflik;

h. memfasilitasi kelembagaan dibidang kewaspadaan dini dan
penanganan konflik;

i. melakukan penggalangan dengan stake-holder —mengenai
perkembangan suatu masalah yang akan ditangani;

j. memfasilitasi mediasi penyelesaian konflik sosial;

k. melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang
kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing,
tenaga kerja asing, Lembaga asing, fasilitasi kelembagaan bidang
kewaspadaan dan penanganan konflik;

l. mendistribusikan dan mengkoordinasikan tugas-tugas kepada
bawahan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;

m. memberi bimbingan dan petunjuk kepada bawahan dibidang
tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

n. melaksanakan pengawasan internal terhadap pelaksanaan tugas
bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

0. melakukan penilaian terhadap pelaksanaan tugas dan prestasi
kerja bawahan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan
sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier bawahan;

p. melaksanakan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan
dibidang tugasnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-
undangan;

q- melaporkan pelaksanaan kegiatan dibidang tugasnya dan laporan
lainnya sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi dan
pertanggungjawaban kepada atasan; dan

r. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh
atasan.

5. Masing-masing Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada
dibawah dan bertanggung jawab Kepala Badan melalui Sekretaris.

S —— —

BUPATYBADUNG,

AN GIRI PRASTA

V’I
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